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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 81 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan

merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional,

sehingga perlu mendorong pemerintah daerah

kabupaten/kota melakukan tindakan nyata dalam

mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap

layanan pendidikan yang lebih berkualitas;

b. bahwa untuk membantu pemerintah daerah

kabupaten/kota mewujudkan peningkatan akses

masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas,

Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus bidang

pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan
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atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi

Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar

Luar Biasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5157);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang

dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5655);

10. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 198);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3) ;
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12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019, sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P

Tahun 2015 tentang Penggantian beberapa Menteri Kabinet

Kerja Periode Tahun 2014-2019;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun

2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 593) ;

16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-

Tendering (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 593);

17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-

Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 81 TAHUN 2015

TENGANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR

LUAR BIASA.
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Pasal I

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah

Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2104) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Dalam rangka menjamin kualitas sarana dan

peningkatan tata kelola serta menunjang efisiensi

pembelanjaan, proses pengadaan dilakukan dengan

menggunakan mekanisme e-Purchasing berdasarkan

Katalog (e-Catalogue) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan, kecuali terhadap hal-

hal sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Melalui E- Purchasing

mengunakan e-Procurement lainnya dengan alokasi

biaya berpedoman pada standar harga satuan regional

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.

(2) Mekanisme Pembayaran terhadap proses pengadaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

non tunai (cashless) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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